WAL]I{DTA TUAL
PROVINSI MAL UKD

PERATLUR:AN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR O2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DaN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TUAL

Menim bang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

WALIKOTA TUAL, .
‘bahwa untuk melaksanakan ketentuvan Pasal 3 ayar (i)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang -

Perangkat Daerah, maka dacrah melakukan evaluasi
kelebagaan perangkat daerah dengan tuyuan untuk
penyelerasian, penyesuaian, dan pembenahan Organisasi
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

bahwa berdasarkan perlimbangan schdga:ma.na dinaksud
dalam huwruf a perlu meénetapkan Peratvwran Dasrah
tentang Pembentukan dan Susunan Pemngkaf_ Daerah.
Kota Tual;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undamg Nomor 17  Tahun 2003  temtang
Keuangan Negara (Lembaran MNegara Republile Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286}

Undang-Undang MNomor 31 Tahun 2007 tentang
Pemmbentukan Kota Tual d Provinsi Meluku [Lernbarean
Negara Republtk Indonesia Tabun 2007 Nomeor 97,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4747);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun Q00Y  tentang
Pelayanan - Publik {Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang
Aparaiur Sipil © Negera (Lembaran Negera Republilc
Indonesia Tahun 2014 Womor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 54%4],

:Undang-l_}ndang “Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerimahan Daerah  {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5587} sebagaimana telah
dinbah beberapa kal, terakbir dengan Undang-lndang
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10,

11

12.

13,

14,

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang
Nomgr 9 Tahun 2015 temtang Perubzhan Kedua Atas
Undang-Undanp Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah.  {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahin 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik mdonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pepawai Negeri Sipil [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4015) sebagaimana telah
divhah  dengan  Peraturan  Pemeriniah  Nomer 54
Tahun 2002 tentang Perubabhan Atag Perafuran Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

Peratruran Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Bipil Republik Indonesia
Dalam Jabatan Surnuktural (Lembaran Negeara
Republik Ihdonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubab dengan Perafuran Pemerinteh
Nomor 13 Tahum 2002 (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negere Republik Indenesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republk indoneswa Nomor 4203);

Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tehun 2005 tentang
Pedomen Pembinaan dan FPengawasan Penyelenggaraan
Pemmerintahan  Devrah (Lembarun  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4593);

Peraturan Pemerinkah Nomor € Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 19
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemernmntah Nomaor 18 Tahun 2016 tontang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Talmn 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5887);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 8) Tabun 20195
tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah [Berita
Negara Republik [ndonesia Tahun. 2015 Nomor 2036).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TUAL
dan
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TUAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalarm Peraturan Dagrah jni yang dimaksud dengan ¢
1. Dacrah adalah Kota Tusl
2. Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Daerah Kota Tual
3. Walikcta adalah Walikota Tual;
4, Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
5 Dewan Perwakilari Rakyat Daerah yang selanjutnya dieingkat TPRD edalab

lembega perwakilan ralgat Daerah yang berkedudukan eebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dacrah;

Sekretariat Daerah adalah Selkretariat Daerah Kota Tual;
Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kota Tual;

8. S8ekreturiat Dewan Perwakilan Rakyat- Daerah selanjutnya  disingleat
Selretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kota Tual;

9 Sekretaris Dewan Perwakilan Rekyat Daersh  selanjutnya  disingkal
Bekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daereh
Kota Tual;

10, Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tual;

1l.Inspektorat adalah nspekiorat Kota Tual;

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tual;

13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Tual;

14 Kecamatan adalah perangkat daerah sehagai pelaksana teknis kewilayzhan
yang mcmpunyai wikyah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat; '

15. Kelurahan adalah perangkat daerah schagai pelaksene telmis kewilayahan
yang mémpunyai wilayah keja tertentu dan dipimpin oleh Lurah di bawsah
kecamatan, '

N

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutova disingkat UPTD, adalah
unsur pelaksana tcknis Dmas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau Kegiatan teknis penunjang tertentu;

17.Unit Pelaksana Teknis Badan yang seclanjutnya disingkat UPTB, adalah
unsur pelaksana tekmis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional danj/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;



18, Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan {ugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam
rangka memimpin s$uatl satuan orEamsasl;

19. Jabatan fungsional Pegawai MNegeri Sipil yang selanjuénya disebut jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tgas, tanggungjawab
wewenang dan hak seoreng Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi yang dalm pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan /atau keteramgilan tertentu serta bersifat mandiri;

20, Pelaksana adalah jabatan d luar jabatan strukturzd maupun jabatan
fungsional berada di bawah pejabat eseion terendah yang melaksanakan
sehagian Tugas pada jabatan suruktural;

21.Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut stander kompetensi
adalah persyaratan kompettnsi minimal yang harus dimibki seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan.

20. Tipelogi adalan besaran organisasi perangkat daerah untuk menentukan
tipe perangkat dacrah berdasarkan hasil permetaan urusan pemerintah.

BaB 1
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan
sebagai berilout ¢

B Bekretariat Dacrah;
Sekretariat Dewan Perwekilan Rakyat Dacrah;

c Tnapektarat;
d Dinas Daerah; dan
e. Badan Daerah.

Pasal 3
Perangkat Daersh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 antara lain :

a. Sekretariat Daerah s$etbagaimana dimgksud dalam Pasal 2 huruf a
merupakan Sekretariat Daerah Tipe A

b. Sekretaral Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana  dimeaksud
datam Pasal 2 huruf b merupakan Sekretariat Dewan Perwaidlan Rakyat
Daerah Tipe C;

¢. Inspektorat Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal ‘2 huruf ©
merupakan Inspektorat Tipe B; :
4 Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalun Pasel 2 hunaf d, terdird dani -

1. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan wurusan pemerintahan
hidang Kelautan dan Perikanan;

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

3. Dinas Kepemudaan dan Oluhraga Tipe A menyelenggarakan urusan.
pemerintahan bidang Kepemudaan den ‘Olahraga;

4, Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintanan
bidang Kesehatar;
4




10.

11.

12

13.

14.

15,

16.

17,

18,

Dinas Pemberdévaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Arak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Kelnarga Berencana;

Dinas Penanaman Madal, Pelayanan Terpacu Satu Pntu dan Tenaga
Kerja Tipe A menyelenggarakan urisan pemerintahan bidang
penanaman rmodal dan unit pdayranan terpadu satu pinfu serta bidang
tenaga kerjz;

Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan perneﬁntahan
bidang Sosial;

Satuan Polisi Pamong Prajp Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  Ketentraman  dan  Ketertiban =~ Umum,
Perlindungan dan Masyarakat;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan
urusgn pemerintahan  bidang Administrasi  Kependudukan dan
Pencatatan Sipjl;

Ninas Panwisata Tpe B mcnyclmggarakan urusan  pemermtahan
hidang Partwisata;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan
unsan pemerinrahan bidang Perdagangsn dan bidang Perindustrian;

Dines Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintaban
bidang Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan
wusan  pemerintahan  bidang  Lingkungan Hidup dan bidang
kebersihan,

Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggerakan urusan
pemerintahan bidang Pangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelengearakuan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Dess;

Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahen
bidang Perhubungan Laut dan Perhubungan Darat; '

Dinas Pekerjaan Umum dan. Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerimahan bidang Pekerjaan Umum dan Penateen Ruang;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian
dan bidang Statistik;

19.Dinas Koperasi dan [Jsaha Kecil Menengah Tipe C mcn}'ﬂlcnggam.kan

20.

21.

22.

urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Dinas Perumshan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dinas Pemadam Kebakaran Tipe ©C menyelenggarakan urasan
pemerintaban  bidang  ketcatcraman dan  ketertiban masyarakat
serta perlindungan masyarakat sub unisan Pemadam Kebakaran,

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.




€. Badan Daersh Kofa Tual sebagaimana dimaksud dalam Paszl 2 huruf e
terdiri dari: _
1. Badan Peivricanaan Pembangiuman Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang
penclitian dan pengembangan;

2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah Tipe A melaksanakan
fungsi penunjang keuangan;

3. Badan Pendapatan Dacrah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
kesuangan,;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
melakksanakan fungsi penunjang kepegawaian Serta pendidikan dan
pelatibhan; :

Pasal 4
[) Selain perangkat daerah scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Kecamatan ditetapkan schagai peranglkat daerah.
(4] Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:

a Kecamatan Pulen Dullah Selatan dengan Tipe A

b. Kecamatan Pulau Duilah Utara dengan Tipe A;

¢. Kecamatan Tayando Tam dengan Tipe B

d. Kecamatan Pulau-Pulau Kur dengan Tipe B

e. Kecamatan Kur Selatan dengan Tipe B. |

Pasal 5
(1) Sdain Perangkat Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pesal 2 dan
Pasal 4, Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(4 Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdici dari :
a. Kelurahan Lodar ElL
b Kelurahan Masram: dan
< Kelurahan Ketsoblak,

Pasal 6

Ketentuan mcngenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja peranpkat daerah dam it kerfa d bawahnya ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal¥

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah,
Walikota harus memperhatikan asas:
Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

Efisiensi;

Ef zktivitas;

Pembagian habis tugas,
Rentang kendali;

Tata kerja yang jelas; dan
Flek sibilitas. _ : |
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1)

(1)

(2)

(1)

(@)

BAB Ml
PEMBENTUKAIN UPT

Pasal B

Pada Dinas Daerah dan Badan Dagrab dapaf dibentuk Unit Pelaksana
Tekmis (UPT).

UPT dibentuk untuk mdaksanakan secbagmn kegatan telaus operasional
danfatau kegiatan teknis perrmjang icrtentu perangkat dacrah induknya.

Pasal O

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Tual sebagaimana
dimalktsud dalam Pasal 8 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
Kota Tual di bidang pendidikan bertipa satuen pendidikan daereh
Kota Tual.

Satuan pendidikan daerah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk satuan pendidikan fiarmal

Pasal 10

Selain Unit Pelaksana Tekmis Dimas Daerah Kota Tual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
Kota Tual di bidang kesehatan befipa Rumah Sakit Daerah Kota Tual
sebagal unit organisasi bersifat fuangsiopal dan unit layanan vang bekerja
secara profesional.

Rumah sakit Daerah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
bersifat otonom dalam penyelenggaraan teta kelola rumah salkit dan tata

kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuvangan badan layanan
umam Daerah.

Passgl 11

Pada saat Peraturan Daerah ini muiai berlakay, UPT yang sudah dibentuk tetap
melakeanakan tugasnya sanpal dengan ditetapkannya peraturan Walikota Tual
tentang pembentizkan UPT yang bara

BAB V1
STAF AHLI

Pasal 12

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibamu oleh 3 (tiga) staf ahi.

BAB V1
ASISTEN

Pasal 13

Sekretaris Daerah dalam mclaksamakan tugasrya dibanta olch 3 (tiga) Asisten,

BAB VII
KEPEGAWAIAN



Pasal 14

pepbat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan
diberhentikan cleh Walikota Tual sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB DX
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah yang tetap melaksanakan tugasnya sampal dengan
dibentuk Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain :.

a Badan Kesatuan Bangsa, Poliik dan  Perlindungan Masyarakat
Kota Tual;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual;
[2) Apggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yeng terbentuk dengan
susunan organisasi dan taia kerjp sebagalmana dimaksud pada ayat {1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai

dengan peraturan perundang.undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan Wmum diundangkan,

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Peda saat mulal berlakunya Persturan Daerah inj, pejabat yang ada tetap
menduduki Jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Deerah ini.

Pasal 17

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daersh, sebagaimana dianr
dalam Peraturan Walikota, dilaksanakan mulai Tahun 2017,

BABR X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasol 18

(1) Dengan berlalunya Peraturan Daerah ini, maka:

a Peraturan Daerah Xota Tual Nomor O2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kecamatan dan Kelarahan di
Kota Tual;

b, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor €3 Tahun 2008  tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah
Kota Tual;

¢ Peraturan Daerah Kota Tual Nomor (4 Tahun 20038 tentang
Permbentukan Organisusi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual;

d Peraturan Daerah Kgta Tual Nomor (4 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korps Pegawai
Republik Indonesia Kota Tual
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Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam. Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah mi dapat ditingau kembali dalam wakiu selambat-lambatnya
2dua) tahun seigk diundangkannya Peraturan Daerab. ini.

Pasal 21
Peraturan Daerah i mulai berlaku pada. tanggal diundangkarn.

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Diundangkan Twal

WES

(P
r:@ P
SEKREHE 13 DAERNH OTA TUAL,

pada tanggal-29-Oktober 2016
. = AH .
'&'ﬂ Wi

[ EMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR 88

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINS!I MALUKU:. 20/%/ 2016
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